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Ringkasan  

Bagi setiap perusahaan pembayaran pajak akan mengurangi kemampuan 

ekonomi. Dari sisi lain, pemerintah sangat membutuhkan biaya agar bisa 

menjalankan semua kegiatan negara yakni dana dari pembayaran pajak. Untuk 

mengurangi pengeluaran dalam membayar pajak, wajib pajak sangat 

meminimalisir dalam membayar pajak. Banyak warga yang tidak membayar pajak 

karena merasa terbebani dan pihak pemerintah tidak ingin memaksa wajib pajak 

untuk membayar pajak. Apapun permasalahannya wajib pajak harus membayar 

pajak agar bisa membiayai semua keperluan umum dan juga bisa membiayai 

semua beban yang dilakukan oleh pemerintah Suandy (2011). 

Dalam perusahaan tentunya adanya perbedaan kepentingan maka dengan 

hal ini yang membuat wajib pajak mengurangi jumlah pajak yang akan dibayar, 

dilakukan baik secara resmi ataupun tidak resmi. sekarang ini pemerintah tidak 

membebankan kepada semua wajib pajak untuk membayar pajak dengan tarif 

yang ditentukan, namun pemerintah memberi keringanan dengan cara wajib pajak 

menentukan sendiri nominal pajak yang akan dibayarkan. bagi pihak wajib pajak 

agar bisa menekan pembayaran pajak dengan cara menerapkan perencanaan pajak 

atau tax planning, dengan cara ini sangat dianjurkan untuk semua pengusaha agar 

tidak merasa rugi karena memiliki kewajiban dalam membayar pajak. Suandy 

(2011). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perusahaan di era sekarang ini dalam menjalankan bisnisnya tentunya 

selalu melakukan yang terbaik agar bisa mendapatkan keuntungan atau laba yang 

besar. Dengan adanya kenaikan laba perusahaan tentunya akan menjadi suatu 

kepercayaan ketika perusahaan bekerja sama dengan investor ataupun kreditur, 

dengan hal ini perusahaan bisa dengan mudah mendapatkan dana untuk 

mengembangkan aktivitas yang berkaitan dengan operasional perusahaan. Dalam 

menjalankan usaha tidak terlepas dari kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah 

khususnya yang berkaitan dengan perpajakan. Dalam menjalankan yang pastinya 

semua wajib pajak memiliki kepentingan yang berbeda-beda.  Suandy (2011). 

Bagi setiap perusahaan pembayaran pajak akan mengurangi kemampuan 

ekonomi. Dari sisi lain, pemerintah sangat membutuhkan biaya agar bisa 

menjalankan semua kegiatan negara yakni dana dari pembayaran pajak. Untuk 

mengurangi pengeluaran dalam membayar pajak, wajib pajak sangat 

meminimalisir dalam membayar pajak. Banyak warga yang tidak membayar pajak 

karena merasa terbebani dan pihak pemerintah tidak ingin memaksa wajib pajak 

untuk membayar pajak. Apapun permasalahannya wajib pajak harus membayar 

pajak agar bisa membiayai semua keperluan umum dan juga bisa membiayai 

semua beban yang dilakukan oleh pemerintah Suandy (2011). 

Dalam perusahaan tentunya adanya perbedaan kepentingan maka dengan 

hal ini yang membuat wajib pajak mengurangi jumlah pajak yang akan dibayar, 

dilakukan baik secara resmi ataupun tidak resmi. Sekarang ini pemerintah tidak 

membebankan kepada semua wajib pajak untuk membayar pajak dengan tarif 

yang ditentukan, namun pemerintah memberi keringanan dengan cara wajib pajak 

menentukan sendiri nominal pajak yang akan dibayarkan.  

Bagi pihak wajib pajak agar bisa menekan pembayaran pajak dengan cara 

menerapkan perencanaan pajak atau tax planning, dengan cara ini sangat 



 
 

 
 

dianjurkan untuk semua pengusaha agar tidak merasa rugi karena memiliki 

kewajiban dalam membayar pajak. Suandy (2011). 

Perencanaan pajak adalah langkah yang paling penting dalam sebuah 

perusahaan untuk bisa mengatur pembayaran pajak namun dilakukan dengan cara 

yang baik dan benar. Dalam membayar pajak yang pastinya nominal pajak tidak 

besar dan tidak merugikan pihak wajib pajak, penerapan perencanaan pajak 

caranya gampang namun harus mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh 

pemerintah tanpa harus melanggar peraturan dan pihak wajib pajak selalu 

membayar pajak setiap jatuh tempoh. Dalam melakukan perencanaan pajak yang 

pastinya harus teliti apakah setiap transaksi yang dilakukan mengenai pajak atau 

tidak. Apabila transaksinya mengenai tarif pajak maka pembayarannya harus tepat 

waktu atau bisa ditunda. Maka dari permasalahan itu diharuskan wajib pajak harus 

membuat perencanaan pajak yang baik dan benar atas semua kegiatan yang 

berkaitan dengan transaksi secara detail atau saksama.  

Perencanaan pajak biasanya disebut dengan merekayasa suatu usaha 

ataupun transaksi yang dilakukan untuk meminimalisir membayar pajak dengan 

tidak melanggar peraturan yang dibuat oleh pemerintah, namun selalu membayar 

pajak dan tidak terbebankan. Perencanaan pajak sangat baik digunakan oleh suatu 

perusahaan karena banyak hal positif yang di dapatkan, yakni wajib pajak selalu 

membayar pajak setiap jatuh tempoh dengan jumlah yang minim dan tidak  

melanggar peraturan pemerintah.



 
 

 
 

Saat ini pemerintah sangat mengawasi perkembangan UMKM, dengan 

cara meringankan presentasi dalam pembayaran pajak, yang dulunya sebesar 20% 

turun menjadi 9%, yang diungkapkan oleh menteri keuangan bahwa paket dalam 

kebijakan akan memberikan keringanan bagi wajib pajak, Jakarta, Rabu 

(1/6/2016) (Okezone.com;2016). 

Dalam kebijakan pemerintah membagi 2 cluster untuk menurunkan tarif 

pajak. Tarif yang akan diberikan oleh pemerintah yakni 0,25% dan 0,5% tetapi 

persentase yang diberikan ini tergantung pada pendapatan dari wajib pajak yang 

dihitung setiap tahun. Apabila pendapatan selama sebulan Rp. 300 juta baka tarif 

yang dikenakan yakni 0,25%. Sedangkan yang mendapatkan omset paling besar 

kisaran Rp. 300 juta ataupun lebih akan mendapatkan tarif yang lebih besar yakni 

0,5%. (Harian Kontan;2016). 

Yang ditetapkan dalam kebijakan atau undang-undang mengenai 

perpajakan apabila aset yang diperoleh lebih besar dari Rp. 4,8 miliar, maka wajib 

pajak berhak membuat ataupun mengajukan permohonan dalam mengurangi 

pembayaran pajak dengan syarat pembayaran dalam nominal uang 0,5% dari aset 

yang diperoleh. Sedangkan Asep melebihi dari angka diatas maka akan dikenakan 

kan 2%, Senin (27/6) (Republika.co.id;2016). 

 Dari latar belakang yang dipaparkan, maka peneliti ingin melakukan 

kajian sesuai dengan fenomena yang ada yakni dengan judul: “ PENGARUH 

PERENCANAAN PAJAK TERHADAP EFISIENSI PEMBAYARAN 

PAJAK PENGHASILAN PADA UMKM KOTA MALANG DAN KOTA 

BATU ” 

1.2. Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah yang sesuai dengan latar belakang yakni: Bagaimana 

pengaruh perencaan terhadap efisiensi pajak penghasilan pajak pada UMKM Kota 

Malang dan  

Kota Batu?  

1.3. Tujuan Penelitian    



 
 

 
 

Tujuan yang sangat tepat digunakan adalah: Untuk mengetahui pengaruh 

perencanaan pajak terhadap efesiensi pembayaran pajak penghasilan pada UMKM 

Kota Malang dan Kota Batu. 

1.4. Manfaat Penelitian  

 Dari tujuan penelitian yang telah disampaikan, maka manfaat penelitian ini 

adalah: 

1. Manfaat Teoristis 

a. Sebagai sumbangsi teori terbaru yang berkaitan dengan pembayaran pajak 

penghasilan dan sebagai pemahaman pentingnya perencanaan pajak 

dalam UMKM. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi pihak UMKM Kota Malang dan Kota Batu, penelitian ini 

diharapkan dapat sistem perencanaan pajak yang perlu diperhatikan 

dalam upaya meningkatkan efIsiensi pembayaran pajak penghasilan  

b. Untuk wajib pajak, dapat digunakan kan sebagai pedoman dalam 

pengembangan dalam membayar pajak penghasilan.  

c. Bagi peneliti sebelumnya, dijadikan referensi dengan mempertimbangkan 

kelebihan serta kelemahan yang terkait efisiensi pembayaran pajak 

penghasilan.   
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